BAB |1
KAJIANTEORI
A. TeoriPenegakan Hukumingkungan
1. PengertianHukum
Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma.
Normaadal ahpernyataanyangmembahasapayangseharusnyadilakukan,
seperti “seharusnya” atau empiris. Norma-normaini mencakup banyak
aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak. Norma-norma
berasal dari keputusan dantindakan manusia. HansK el sen setujudengan
DavidHumebahwaadaperbedaanantaraapayangbenar (dassein)danapa
yang seharusnya(dassolen). Diajugaberpendapat bahwakitati dak dapat
menentukanapayang“seharusnya” hanyadenganmelihatfakta-fakta. 2
Oleh karenaitu, Kelsen meyakini bahwa hukum, yang terdiri dari
pernyataan-pernyataan “seharusnya,” tidak dapat dijelaskan hanya
dengantindakan-tindakan al amiah.? Berbedadengan aturanmoral, yang
ditentukan melalui penalaran dari aturan moral lainnya, aturan hukum
dibuat melalui keputusan yang disengaja. Namun, sama seperti setiap

tindakan dapat menciptakan hukum, tindakan tersebut harus mengikuti

2 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar [Imu Hukum Normatif, 11
(Bandung: Penerbit Nusamediadan Penerbit Nuansa, 2007).

2 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, 11
(Bandung: Penerbit Nusamediadan Penerbit Nuansa, 2007).
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aturanhukumyangl ebihtinggi danmendapatkanizindari mereka. K el sen
mengatakaninilahyangdi maksudnyadenganNormaDasar, yangmenjadi
titikawal bagi aturanhukumtertinggi. K el sentidak terl al uterkesandengan
gagasan moral ‘orang-orang seperti Immanuel Kant yang percaya pada
moral obj ektif.

Aturan atau hukum adal ah kumpul an peraturan dan gagasan yang
disepakati oleh masyarakat untuk diikuti dalam kehidupan bersama
mereka, dan hukum membantumengendalikan perilakumanusia. K etika
seseorang melanggar hukum, ada konsekuensi, seperti hukuman, untuk
memasti kanmerekamematuhi aturan. Hukummengatur hubunganantara
individu dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta hubungan
antarindividu itu sendiri. Hubungan ini tercermin melalui hak dan
kewajiban. Hukum berusahamenyeimbangkan kebutuhan dankeinginan
individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sebaik
mungkin.?*

Di sisi lain, jika orang tidak mematuhi hukum, kekacauan dapat
terjadi, seperti pertarungan binatang liar di mana yang terkuat menang.
Sangat penting bagi suatu negarauntuk memiliki wargayang mematuhi

hukum karena hal itu membantu menjaga kelancaran berjalannya

%Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi

Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6
(2021): h.778.
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masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum,
sebagai manatercantumdalamPasal 1ayat 3Undang-UndangDasar 1945.
Olehkarenaitu, aturandalammasyarakat, baik yangtertulismaupunyang
tidak, harus dipatuhi oleh semua orang. Aturan ini bertujuan untuk
menciptakan ketertiban dan harmoni. Karena masyarakat masih
melanggar aturan-aturan tersebut meskipun telah ditegakkan, penting
untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang
hukumdiIndonesia.?®

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk
tunggal . Bentukjamaknyaadal ahAlkas, yangkemudiandiadopsi kedalam
bahasa Indonesiasebagai hukum. K onsep hukum erat kaitannyadengan
konsep paksaan. Menurut pakar hukum Indonesia bernama Satjipto
Rahardjo, hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, berupa
aturan yang mengarahkan perilaku. Hukum menunjukkan apa yang
diinginkanmasyarakat dankemanaarahnya. SudiknoMertokusumojuga
mengatakan bahwa hukum berkaitan dengan apa yang seharusnya

dilakukanolehmanusia.?®

% Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi
Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6
(2021): h.768.

% Asifah ElsaNurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi
Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6
(2021)
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Pada dasarnya, prinsip-prinsip hukum merupakan ekspresi dari
gagasan atau pendapat manusi atentang bagai manaseseorang seharusnya
bertindak. Sebagai pedoman, prinsip-prinsip hukum bersifat umum dan
tidak terlalu aktif. Pada prinsipnya hukum merupakan persyaratan yang
beranekaragammenjaminadanya penyesuai an kebebasan dan kehendak
seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya
hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat
berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.Olehsebab itu,
setiap orang didalam masyarakat wajib taat.27

Dipahami bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang mencakup
sanksi. Hukum diperlukan dalam masyarakat agar orang-orang dapat
memperoleh keadilan, kedamaian, manfaat, aturan yang jelas, kondisi
hidup yang baik, dan lingkungan yang tenang. Hukum dapat berupa
hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis membantu mengelola
berbagal masalah dalam masyarakat, yang mengarah pada hukum
publik danhukum privat. K arenahukum pentingbagi masyarakat, hukum
harus ditegakkan oleh pejabat yang terlatih yang mematuhi nilai-nilai

moral danbertindak denganijuj ur. Penegakanhukumdi suatunegara.?®

27 Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi

Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6
(2021)

2 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan

(Lega Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):
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Di negara-negara yang mengadopsi sistem Civil Law, polisi dan
penegak hukum lainnya bekerja berdasarkan Undang-Undang yang
tertulis. Karena Undang-Undang ini tertulis, terkadang mereka tidak
dapat mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem
Civil Law, aturan dibuat berdasarkan situasi yang telah terjadi, artinya
situas baru yang muncul kemudian mungkin tidak tercakup oleh
Undang-Undang. Dalam sistem Hukum Perdata, hukum merupakan
kumpulan aturan dan gagasan resmi, lengkap, dan terorganisir yang
ditulis dalam buku atau bagian tertentu. Aturan-aturan ini  disusun
secara logis berdasarkan Undang-Undang. Karena itu, aturan hukum
perdata dianggap sebagai sumber utama hukum. Semua sumber hukum
lainnya dianggap kurang penting dibandingkan dengan hukum perdata.
Dalam beberapa kasus, hukum perdata merupakan satu-satunya sumber
hukum yang berlaku.?

Pengertian PenegakanHukum

Hukum sebagai aat untuk membentuk masyarakat atau

merencanakan perubahan sosia berarti bahwa hukum adalah alat yang

digunakan oleh orang-orang yang ingin membawa perubahan. Orang-

385.

2 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan

(Lega Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):

389.
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orang ini dianggap sebagai pemimpin yang dapat dipercaya oleh
masyarakat dan dimaksudkan untuk membimbing masyarakat sesuai
dengan rencanamereka. Hukum jugamerupakan kumpulan aturan yang
mengatur perilaku manusia. Ini adalah sistem yang kuat yang dapat
mempengaruhi tindakan manusiadan membuat merekamengikuti nilai-
nilai' yangmenjadi bagiandari hukum. Agar hal ini dapatberfungsi, hukum
perlu disebarl uaskan dan dipahami sehingga dapat menjadi bagian rutin
dari caramasyarakatberoperasi.*

Selain memiliki Undang-Undang yang berlaku di masyarakat,
penegakan hukum (lawenfor cement) jugasangat penting. Ini merupakan
bagian dari serangkaian langkah hukum yang meliputi pembuatan
Undang-Undang, penegakan Undang-Undang, pengambilan keputusan
dalam kasus hukum, dan pengel olaan sistem peradilan. Satjipto Raharjo
menyatakan bahwa penegakan Undang-Undang adalah cara Undang-
Undang benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Setelah Undang-
Undang dibuat, Undang-Undang tersebut perlu diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari, dan itulah yang dimaksud dengan penegakan
hukum (lawenfor cement). K adang-kadang hal ini jugadi sebut penerapan

hukum. Dalam bahasalain, hal ini mungkin disebut rechistoepassingdan

30 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan

(Lega Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):

370.
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rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, atau penegakan hukum dan
penerapandal ambahasalnggrisAmerika.!

K etikamembi carakanpenegakanhukum, hal pertamayangterlintas
di benak adal ah penegakan hukumpidana. Hal ini tidak sepenuhnyasalah
karenadalam bidang pidana, penegakan hukum biasanyadianggap |ebih
aktif dancepattanggap. Hal ini berbedadenganpenegakanhukumperdata,
yangseringdianggapl ebihpasif.Ol ehkarenaitu,dalammakal ahini,ketika
kita membicarakan penegakan hukum maka hal ini membicarakan
bagal manapenegakan hukumbekerjadengan menggunakanteori tentang
penegakan hukum yang diciptakan oleh Joseph Goldstein. Goldstein
membagi penegakanhukummen;jadi tigabagian, yaitu:

a  Wilayahdenganadanyahukum(Total enforcement)

Y akni |dedasarnyaadal ahbahwaruanglingkup penegakan hukum
pidana, sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil, tidak dapat
sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh batasan yang
dikenakan padapetugas penegak hukum ol eh hukum acarapidana, yang
mencakup aturan tentang penangkapan, penahanan, penggel edahan,
penyitaan barang bukti, dan pel aksanaan penyelidikan awal. Selainitu,

hukum pidanamateriil itusendiri jugadapat membatasi . Misalnya, dalam

31 Satjipto Rahardjo, Membedah HukumProgresif (jakarta, 2006).
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kasus yang melibatkan tindak pidana yang memerlukan pengaduan,
pengaduan harus digjukan terlebih dahulu sebelum proses penuntutan
dapat dimul ai. Batasan-batasanini di sebut sebagai “areatanpapenegakan
hukum.”

b. PenegakanHukumSecaraPenuh(Full Enforcement)

Full enfor cement adal ah usahapenegakan hukumsecaramaksimal
setelah memperhitungkan areayang tidak dapat ditegakkan (area of no
enforcement). Ini adalah harapan agar penegakan hukum dilakukan
seoptimal mungkin dalam batas keterbatasan yang ada, konsep full
enforcement yang merupakan harapan penegak hukum untuk
menegakkan hukum secaramaksi mal, meskipun Gol dstei nmenganggap
ini tidak realistis karena keterbatasan waktu, personil, dana, dan aat
investigasi, sehingga Penegakan Hukum yang Sebenarnya penegak
hukumharusmenggunakandiskresi .*

C. PenegakanHukumyangSebenarnya(Actual Enfor cement)

Actual enfor cement mencerminkanrealitapenegakanhukumyang
terjadi di lapangan, yang sebenarnya jauh dari ideal full enforcement
karenaketerbatasansumber dayaseperti waktu, personil, alatinvestigasi,

dandana. Ol ehkarenaitu, penegak hukumharusmenggunakankebijakan

32 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan
(Lega Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):
389.
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diskres dalam pelaksanaannya.Dengan menggunakan teori ini,
penegakan hukum dipahami sebagal proses yang readlistis dalam
menghadapi batasan-batasan praktis dan legal di lapangan, yang
membutuhkanpenyesuai anantaraideal hukumdankenyataanyangada.®

Penegakan Hukum Lingkungan dalam penelitian ini berbicara
mengenai tentang bagaimana pemerintah yang menjabat menangani
serta, mengel ol ah serta pemberian sanksi administratif terhadap pel aku
yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengel ol aanDanPenegakanHukumLingkunganHidup.>*

Masal ahlingkunganterusmendapatkanperhatianyangsignifikandi
tingkat internasional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak
merugikan dari polusi lingkungan, yang secara serius mengganggu dan
mengancam kehidupan masyarakat sekaligus merusak lingkungan itu
sendiri. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengambil tindakan untuk

menangani berbagai tantanganlingkunganyangadadi Indonesia.*®

3 Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, “Penegakan Hukum
Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Rumah Sakit DalamMewujudkan Keadilan,”” UniversitasBung Karno, Indonesia. Blantika:
MultidisciplinaryJournal 3,no.4(2025)

34 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan
(Legal Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):
309.

%5 Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, “Penegakan Hukum
Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Rumah Sakit DalamMewujudkan Keadilan,”” UniversitasBung Karno, Indonesia. Blantika:
MultidisciplinaryJournal 3,no.4(2025)



36

Salah satu  fungs  penegakan hukum  sebagaimana
dikemukakan Soerjono Soekanto adalah sebaga mekanisme
pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah
direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk
mematuhi ‘norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang
berlaku.*Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan
menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Berikut
penjelasan upaya preventif sertarepresif dan contohnya.

Upaya preventiv yang Secara etimologi, preventif berasal dari
bahasa latin pravenire yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah
terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya
pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya
gangguan. tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan
agar tidak terjadi pelanggaran norma-normayang berlaku, yaitu dengan
mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman,

dan terkendali.?’

36 Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,”
Parlementer : Jurnal Studi HukumDan Administrasi Publik 1, no. 3(2024): 206-17

37 Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan
(Lega Morality inPractical Law asaVirtue),” Jurnal HukumDan Peradilan 4, no. 3 (2015):
319.
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Pengendalian preventif, merupakan pengendalian sebelum
dilakukanya penyimpangan atau pelanggaran adi usaha dalam
pengendalian preventif bisa disebut juga usaha dalam pencegahan
terjadinyatindakan yangmelanggar normadannilai Berfokuspadaupaya
pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan
faktorrisikoyangdapat menyebabkanterjadinyakejahatan Pendekatanini
bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui
langkah-langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kesadaran
masyarakat,danintervensi sosial .

Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif, ialah
pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan
hendak mengembal ikan keadaan supayabi saberjal an seperti semul aatau
dalamversi “menjatuhkan ataumembebankan,sanksi” kepadaorangyang
melangar tersebut ungs dari pengendalian represf ini adalah untuk
mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran
normaatau perilaku meyimpang Untuk mengembalikan keadaan seperti
semula, perlu diadakan pemulihan Jadi, pengendalian disini bertujuan

untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat

38 Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,”
Parlementer : Jurnal Studi HukumDan Administrasi Publik1,no. 3(2024): 206-17
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dari penyimpangan tersebut, sekaligusagar diamematuhi norma-norma
yangberlakuTeori represif dalampenelitianini berfokuspadapendekatan
penegakan hukum yang berorientasi pada hukuman dan sanksi terhadap
pelakukejahatan.>®

Penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan limbah
berbahayadari rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan memiliki
dampak yang signifikan dan mengancam kesehatan masyarakat. Pada
kenyataannya, masih banyak hal yang tidak sesuai yang adapada aturan
yangterjadi dalampengel ol aanlimbahmedisdari PT.EHBS.PT.

EHBS selaku pihak ketigamiliki tanggung jawab untuk mengelola
limbah medis berbahaya secara tepat sesual dengan Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Upaya
dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di
Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam
penegakan hukumnyaPenegakan hukumlingkungan hidup adalahupaya
untuk mencapal ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam
ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui
pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan

kepidanaan.*

39 Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap

Kekerasan Anak di Wilayah Hukum K epolisian Sektor K otaJambi

40 Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, “Penegakan Hukum
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Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah dalam
rangkamerawat, menjagadanmenangkal segalamarabahayakhu- susnya
yang ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak
berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan harus segera
dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan,
pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa
lingkungansertamemberikansanksi yangberat bagi siapa-sigpasajayang
melanggar ketentuan Undang - Undang. | nilah maknasesungguhnyadari
penegakanhukumlingkunganbukanhanyamemberikansanks yangtegas
sgjatetapi jugamel akukan upayaupayapencegahan sebel unpengrusakan
danpencemaranlingkunganterjadi.*

Dalampenélitianini Teori Penegekan Hukum Lingkunganpenulis
Gunakan menjadi First Theory atau teori pertamayang dijadikan salah
satuteori untuk menjawabvariabel yangpeneliti teliti terhadapi suHukum
Lingkunganyangterjadi terkait PT. EHBSyangtidak mengelolahlimbah
dengan regulasi yang adayakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

PPLH dan Teori ini digunakan untuk mengetahui implementasi Teori

Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Rumah Sakit DalamMewujudkan Keadilan,”” UniversitasBung Karno, Indonesia. Blantika:
MultidisciplinaryJournal 3,no.4(2025)

41 Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,”
Parlementer : Jurnal Studi HukumDan Administrasi Publik1,no. 3(2024): 206-17
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penegakan hukum terhadap studi kasus limbah medis PT. EHBS Kota
Bengkuluyangditangani olehDinasLingkunganHidup.
TeoriPengawasan

Pengawasan berarti memeriksadanmemantauberbagai hal dengan
cara yang berbeda-beda, seperti memantau apa yang terjadi di lokas,
meninjau laporan, dan metodelain sel ama pekerjaan sedang dilakukan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan yang
direncanakan atau tidak direncanakan dari rencana dan program asli.
Usman Effendi mengatakan bahwapengawasanadal ahbagi anterpenting
dal ammengel olatim. M eskipunpekerj aanyangdil akukansangatbai k. #?

Tanpa pengawasan yang tepat, pekerjaan tersebut tidak benar-
benar berhasil. Irham Fahmi  menjelaskan bahwa pengawasan pada
dasarnyaadalah carasuatu organisasi dapat beroperasi dengan baik dan
efisien, sertamembantu dalam mencapal tujuan dan rencanautamanya.
Dalamkontekspengawasanhukumlingkungansertai sulingkunganyang
adadan saat ini menjadi permasal ahan lingkungan hidup makalL embaga
seperti Dinas Lingkunga Hidup Kota Bengkulu memiliki peran dalam

pengawasan serta pengendalian yang di atur dalam Undang-Undang

4 Maiti and J. (2013). BidinNuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, “Pengaruh

Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik
Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggar an Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Accountability, 2.” Jour nal of Chemical I nformationandModeling, no. 9 (2018)
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Nomor 32 Tahun 2009 tepatnyapadapasal 71 ayat 3 yaitu “Pemerintah
wajibmenetapkanpeg abat fungsional pengawaslingkunganhidup” yang
manadalam hal ini DLH lah yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
tersebut.*®

Untuk memahami |ebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan
pengawasan, Andadapat meli hat pandanganparaahlidibawahini:

1. FremontE.KastdanJamesE. Rosenzweig: Pengawasanmerupakan
bagiandari prosesmanaj emendi manaseorangmanaj ermemastikan
bahwa kegiatan organisasi dilaksanakan dengan benar dan tetap
berada dalam batas-batas yang dapat diterima, sesual dengan yang
diharapkan.

2. T.Hani Handoko : Pengawasan adal ah proses memastikan bahwa
tujuandansasaransuatuorgani sasi danmanajemennyatercapai.

3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan
pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
untuktindakankorektif gunapenyempurnaanl ebihlanjut.
Berdasarkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

pengawasan, menjadi jel as bahwa pemimpin atau orang yang memiliki

wewenang untuk melakukannya harus secara teratur atau berkala

43 Abdul Fattaah, “Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein,”
WelfareSateJurnal Hukum2,No. 1 (2023.
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mel aksanakan kegiatan pemantauan, inspeksi, penilaian, dan perbaikan.
Hal ini membantu memastikan bahwatujuan tercapai dengan carayang
efektif, efisien, dansesual denganprosedur yangbenar, sertamenghi ndari
penyimpanganyangtidak perlu. Tanpapengawasan yang baik, hasilnya
pasti tidak akanbaik bagi perusahaandankaryawannya. MenurutM arigan
M asry Simbol on**, adaduajenismetodepengawasan, yaitu:
1.  PengawasanLangsung
Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan
terhadap kegi atan-kegi atan yang sedang berlangsung, pengawasan
ini dapatberbentukinspeksi|angsungdanl aporandaritempat.
2. PengawasanTidakLangsung
M erupakanpel aksanaanpengawasanyangdilakukandari jarakjauh
dengan melalui |aporan yang dapat dilihat dari laporan tertulisdan
laporanlisan
Dari penjelasandi atas, j el asbahwapemi mpin dapat melaksanakan
pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Peran pemimpin
dalam pengawasan sangat penting dalam setiap kegiatan di dalam

organisasi. Oleh karenaitu, seberapa baik kinerja suatu organisasi atau

41 M Paandeng, N R Pioh, and, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Pengel olaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,”: Jurnal 1lmu Hukum
Vol.2Nomor 1,2022,



lembaga dapat dinila berdasarkan seberapa efektif pemimpinnya
mel aksanakanpengawasan.®
Da ammel akukankegiatanpengawasanmakadi perl ukanbeberapa
tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang
mengatakanadabeberapaprosespengawasan, yaitu:
1. Menetapkanalatpengukur (standard)
Daam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan
maka seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam
mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus
ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan
pekerjaanya. Alat penilai stanadard bagi hasil pekerjaan pada
umumnyaterdapat bai k rencanakesel uruhan maupun padarencana
bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya
terdapat standardbagi pel aksanaanpekerj aan.
2. Mengadakanpenilaian(evaluasi)
Untuk mel akukan sebuah proses pengawasan makapenilaian atau
evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai

ataumengeval uasi dimaksuddapat membandingkanhasi| pekerjaan

4 Maiti and J. (2013). Bidin Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, “Pengaruh
Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik
Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggar an Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Vol.1.” Jurnal No.9(2018)



bawahan (actual result) denganal at pengukur standar dyangsudah

ditentukansebelumnnya.

3.  Mengadakantindakanperbaikan(correctiveation)

Untuk dapat mel aksanakantindakan perbaikanmakapertama-tama

harus dianalisa apa pnyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan

sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan
barulahdiambil tindakanperbai kanatauevaluasi.

Tahap kritis proses pengawasan adal ah perbandingan pelaksanaan
nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistim yang
standard ini diperlukan sebagal bahantol ak ukur suatu proses pekerjaan,
penyi mpanganpenyi mpanganyangti mbul dari adanyaprosesdalamsuatu
pekerjaanharusdapatdianalisadandijel askansertadi perbai ki dimasaakan
datingsehingaak esal ahanyangdibuattidak akanterulangkembali .

Fungs pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang
menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang
diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungs ini diperlukan untuk
memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorgani sasikan dapat
berjalan dengan balk. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan
didefinisikan sebaga upaya sistematis dalam menetapkan standard
kinerja dan berbaga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,

menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari
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setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan
untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan
secaraefektif daneffisiendalammencapai tujuanperusahaan.*®

Tujuanutamadari pengawasanial ahmwngusahakanagar apayang
direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi
tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan agar
pel aksanaan pekerjaan sesual dengan instruksi yang telah direncanakan
dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan
yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan
penemuantersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik padawaktu
itumaupunwaktuyangakandatang.*’

Teori pengawasanpenulisgunakansebagai midleTheoryyangakan
penulis gunakan untuk mebantu penulis dalam mengetahui bagaimana
dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan
terhadap perusahaan-perusahaan yang mengel olah Limbah B3 Di Kota

Bengkulu.

% ucVinet and Alexei Zhedanov, “Pengawasan Pengadaan Sumur Resapan Pada
Bangunan Gedung Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Di Kecamatan Tuah
Madani Kota Pekanbaru,” Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44, no. 8
(2025)

47 M Palandeng, N R Pioh, and, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawar atan
Desa Dalam Pengel olaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,”: Jurnal 1lmu Hukum
Vol.2Nomor 1,2022.
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C.

TeoriSiyasahTanfidziyah
1. PengertianSiyasahTanfidziyah

Istilah Siyasah berakar dari kata kerjalampau sasa yang memiliki
makna mengelola, menata, atau memimpin. Dalam konteks yang lebih
luas, ini merujuk pada pemerintahan atau perumus kebijakan.
Muhammad Igbal, dalam karyanya mengena figih siyasah,
menjelaskan bahwa Siyasah Tanfidziyah merupakan fungsiuntuk
mengeksekusi peraturan Per-Undang-Undangan, yang pel aksanaannya
diserahkan kepada kekuasaan eksekutif negara yang memiliki
wewenang (al-sulthah al-tanfidziyah).*Hal ini juga sesuai dengan
salah satu kaidah figh yaitu :

bl by £ e oy F
Artinya: Kebijakanatautindakanimam(pemimpin)terhadaprakyatnya
harusbergantungpadakemasl ahatan.

Dalam permasalahan ini tentu seorang pejabat pemerintah atau
seorang pemimpinn (Imam) harus mengambil langkahh tegas cepat dan
tepat dalammenghadapi permasal ahanini.

Dalam bahasa Arab, istilah “Syasah” merujuk pada pengelolaan

48 Permenkes Ri No 24/Menkes/2022, “Tinjauan Syasah Tanfidziyah Terhadap

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya),”” Universitas|slam
Negeri Ar-Raniry Darussalam-BandaA ceh. Skripsi, No. 8(2022).
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atau kepemimpinan suatu hal dengan cara yang membawa manfaat.
Siyasah adal ah ilmu pemerintahan, yang mencakup pengendalian urusan
dalam negeri dan luar negeri. Hal ini meliputi politik dalam negeri,
politik luar negeri, dan pengelolaan masyarakat. Siyasah berfokus pada
pengorganisasian  kehidupan publik berdasarkan keadilan dan
keteguhan. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah adalah istilah yang berasal
dari kata “sasa”, yang berarti mengelola, mengendalikan, atau
mengarahkan, dan juga merujuk pada hal-hal seperti pemerintahan,
palitik, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama Siyasah
Tanfidziyah Syar'iyyah adalah untuk menangani dan menetapkan
aturan mengenai isu-isu politik dengan cara yang membantu mencapai
tujuan tertentu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.*°
Pemerintah memiliki  wewenang untuk merinci dan
mengimplementasikan Undang-Undang yang tel ah ditetapkan. Melalui
mekanisme ini, negara menjalankan kebijakan yang relevan baik untuk
urusan domestik  maupun hubungan eksterna  (hubungan
internasional). Pelaksana utama kekuasaan ini adalah entitas
pemerintahan yang dibentuk berdasarkankebutuhandankondisi spesifik

yangbervariasi antar negaral slam. Serupadenganhal tersebut, kebijakan

49 M.Ag. Dr. Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik
Islam,” PerpustakaanNasional : KatalogDalam Terbitan(KDT), 2014, .h-7.
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legislatiftidakdiizinkanuntuk bertentangandenganprinsip-prinsipajaran
Islam. K ebijakan politik dalam ranah eksekutif pun harus selarasdengan
teks-teks keagamaan yang mendasar dan kemaslahatan umum.
2. Kedudukan Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an
dan hadits. Konsep magasid syariah, yang menjadi fondasi pemahaman
mengenai kehidupan bermasyarakat dalam konteks pemerintahan,
menghasilkan pemikiran yang berfungsi sebagai panduan dan pengatur
bagi kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan para
pemimpin dan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan
secara efektif dan tepat. Keadilan merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam Islam yang telah diuraikan di dalam Al-Qur'an
maupun Hadits. Oleh karenaitu, menjadi logis apabila seluruh tuntutan
dan ketentuan agama dibangun di atas prinsip keadilan, termasuk
keadilan dalam pemenuhan hak, di mana hak setiap anggota
masyarakat diberikan sesuai dengan ketetapan dalam syariat 1slam.*®

Syasah Tanfidziyah merupakan bagian dari ilmu politik yang

mempel g ari carapembentukan Undang-Undangdi suatunegara. Bidang

%0 Permenkes Ri No 24/Menkes/2022, “Tinjauan Syasah Tanfidziyah Terhadap

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya),”” Universitas|slam
Negeri Ar-Raniry Darussalam-BandaA ceh. Skripsi, No. 8(2022).
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ini meneliti ide-ide dari konstitusi, termasuk konstitusi itu sendiri dan
sgjarahsi stemhukumnegaratersebut. Sel ainitu, bidangini jugamencakup
prosespembentukan Undang-Undang, seperti langkah-langkahdancara-
cara pengembangan Undang-Undang. Selain .itu, bidang ini juga
mempel g ari peran kelompok demokratis dan konsul tatif, yang berperan
pentingdalammembentuk si stemhukum.

Syasah, merujuk padacarapenanganan urusan masyarakat, baik di
dalam negeri maupun dengan negara lain. Pemerintah bertugas
menyediakan layanan dan melindungi hak-hak warganya. Dalam
penelitisan ini Dinas Lingkungan Hidup lah yang memiliki Hak dalam
melindungi Hak-Hak masyarakat. Di sisi lain, warga negara atau
masyarakat berperan dengan memantau cara pemerintah beroperasi dan
memastikan tindakan pemerintah adil. Dalam sgjarah Islam, terdapat
hubunganyangkuat antaraagamadanpolitik. Hal ini menunjukkanbahwa
Islam tidak terpisah dari urusan politik, melainkan turut berperan dalam
cara pemerintah dan masyarakat dikelolah. Figh Syasah merupakan
bi dangstudi terpi sahdalambidangfighyangl ebihluas.

Pendekatan syari'ah dalam figh dsyasah tanfidziyah
memprioritaskanimplementasi hukum berdasarkan datadan kebutuhan.
Ha ini membantu menyediakan pendekatan yang sesua untuk

implementasi hukum lingkungan melalui pendekatanyang berpusat pada
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warga. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan oleh badan
pemerintahan di Kota Bengkulu bersifat proaktif dan berkelanjutan.
Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan
bahwa implementasi hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Implementasi hukum lingkungan sangat penting dalam mencapai tujuan
lingkunganyangbersihdanadil.Halini vital dadlammendukungtujuandan
kebutuhankota.>!

Dalam penelitian ini tentunya Dinas Lingkungan Hidup harus
meprioritaskan penegakan Hukum berdasarkan datadan kebutuhan yang
diperlukan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu, yaitu jaminan
kesehatanterhadaplingkungan yangtercemar olehLimbah B3 yangtidak
dikelolahsecaramaksimal oleh PT. ElangHijauBengkulu Sejahterayang
kemudianhal ini menjadiisuHukumyangpenulisteliti.

Implementasi hukum selaras dengan kebutuhan warga. Hal ini
membantu memastikan bahwa implementasi hukum didasarkan pada
kebutuhan masyarakat. |mplementasi hukum lingkungan oleh karenaitu
sangat pentingdalammendukungtujuandankebutuhankotaBengkul u. Ini
merupakan aspek sentral dari strategi kota Bengkulu dalam menangani

Kasus pembuangan limbah B3 yang belum dikelolah secara maksimal.

51 Melysa Febriani Wardojo, “Analisis Syasah Tanfidziyah Terhadap

Implementas Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,
UniversitasNegeri | am (UIN) RadenIntan Lampung. Jurnal Hukum. No. 1 (2018)
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Untukitu, pentingbagi badanpemerintahanyaitudisini DinasLingkungan
Hidup untuk tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. |mplementasi
hukumlingkungan ol eh karenaitu sangat penting dalam mencapai tujuan
lingkungan yang bersihdanadil. Ini merupakan aspek sentral dari strategi
kota.
3. 'Relevansi SyasahTanfidziyah

Penelitian dalam bidang figih siyasah tanfidziyah berfokus pada
aktualisasi regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah  memiliki
kewenangan untuk menguraikan dan mengeksekusi Undang-Undang
yang telah dirumuskan. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan
kebijakan yang efektif, bailk dalam pengelolaan urusan domestik
maupun dalam relas internasional. Pendekatan siyasah tanfidziyah
mengedepankan bahwa kerangka hukum negara harus bersumber dari
Al-Qur'an dan Sunnah, yang menganjurkan prinsip kejujuran, keadilan,
dan integritas dalam menjalankan tugas demi kesejahteraan
masyarakat.>?

Siyasah Tanfidziyah memiliki banyak dasar sumber hukum yang
dilandasi oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist salah satunyaadalah Al-Qur’an.

SurahAn-nisaayat(4:59):

52 Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, “Implementasi Permendagri No.
112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Syasah
Tanfidziyah,”” Jurnal Education: Jurnal PendidikanIndonesia9, no. 1(2023)
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Rogse

0935 ;u.w g HJL“’ ub rﬁ,ﬁ Jm L;)\j I \Jw»\j Al \Jw»\ 1y u,,d\ el
'))\-’j\.’ u.w:—\j J.o— JJ) &JP-%J\ (‘j—‘j\j A.U\.» g)).ay V.«f d\ Jy)\j A.U\ L;‘
Artinya:Wahai orang- orang yang berlman taatllah AIIah dan taatllah
Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan)
di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)
jikakamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Y ang demikian
itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di duniadan

di akhirat).

Kepatuhan terhadap seorang pemimpin memiliki batasan, yang
ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini
mengimplikasikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
seorang pemimpin, yang mencakup slyasah tanfidziyah, haruslah
sgjalan dengan g aran agama dan berorientasi pada kebaikan kol ektif,
bukan demi keuntungan individu atau tindakan sewenang-wenang.
Contohnya, seperti yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
dalam penanganan limbah Medis PT. EHBS Kota Bengkulu. Oleh
karena itu, pemimpin memikul tanggung jawab signifikan untuk
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan
petunjuk ilahi demi kesg ahteraanmasyarakat.

Berdasarkanuraiandi atas, dapat disimpul kanbahwaimplementasi
siyasah tanfidziyah dalam penegakan hukum lingkungan mengenal

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum

sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini
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dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan efektivitas
penegakan hukum dan memastikan keselarasan dengan siyasah
tanfidziyah. Melalui penerapan kebijakan dari peraturan Per-Undang-
Undangan, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Elang Hijau
Bengkulu  Segjahtera dapat menjalankan amanah dan tanggung
jawabnya demi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di
Kecamatan Kampung Melayu.

Dalam lingkup administrasi publik, pemegang kekuasaan
memiliki mandat untuk mengimplementasikan arah kebijakan demi
pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Sebagaimana diuraikan,
berdasarkan prinsip swakelola, otoritas pemerintah dianugerahi hak
dan kapabilitas untuk merumuskan atau mengeksekusi strategi yang
bisa berfungs sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan
tugastugas negara. Doktrin kemaslahatan dalam yurisprudensi
administrasi publik menegaskan bahwa setiap penetapan kebijakan

hendaknya berfokus padakesejahteraanmasyarakat.>

5 U I N Syekh et a., Jurna “Tinjauan Figh Syasah Tanfidziyah Terhadap
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik
Desa,” Fakultas Syariah dan [lmu Hukum. Universitaslslam Negeri Raden Intan Lampung.
Nomor. 11(2025)

5 UliaUlfa, Maimun, and Eti Karini, ““Analisis Figh Syasah Tanfidzyah Terhadap
Pasal 3Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pel aksanaan Penyaluran
GasElpiji 3KgOlehDistributor KepadaUsahaMikroDanRumah Tangga ( Studi KasusDesa
Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang,” Universitas ISlam Negeri Raden Intan
Lampung. JIHHP: Jurnal IlmuHukum, Humaniora, Dan Politik, No. 6 (2025)



Teori Syasah Tanfidziyah penulis gunakan seebagai Last Theory
sebagai teori yang digunakan sebagai pengambilan perspektif hukum
islam dalam usaha untuk menjawab Variabel dari judul yang penulis
angkat yaitu Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kewajiban
Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungann
Hidup. Teori ini juga penulis gunakan untuk memberikan sudut
pandang Islam dalam proses penegakan hukum lingkungan terkait
pencemaran Limbah B3 yang harus dilakukan ol eh pejabat pemerimtah
yaitu dalam ha ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang diberikan
amanah untuk mrnjalnkan tugasnya berdasarkan dengan Undang-
Undang yang berlaku.

Alasan penulis mengunakan tiga teori diatas yaitu teori
Penegakan Hukum, Teori Pengawasan, serta Teori Siyasah
Tanfidziyah adalah karna 3 teori ini penulis yakin relevan untuk
menjawab setiap variabel permasalahan yang penulis cetuskan sebagai

rumusan masal ah.



